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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2019  

TENTANG 

PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas pembinaan 

dan penyelenggarakan penilaian kompetensi Aparatur 

Sipil Negara, perlu melakukan penilaian kelayakan 

lembaga penilaian kompetensi instansi pemerintah; 

b. bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan 

dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, serta 

penyusunan profil Pegawai Negeri Sipil dalam 

penyelenggaraan manajemen karir melalui penilaian 

kompetensi dengan menggunakan Assessment Center 

atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor, perlu 

dibangun standar penyelenggaraan penilaian kompetensi 

untuk menjamin mutu hasil penilaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang 

Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1282); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PEMBINAAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Instansi Pembina Penilaian Kompetensi yang selanjutnya 

disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian 

Negara.  

4. Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai 

Negeri Sipil adalah proses pengaturan jalannya 

penyelenggaraan penilaian kompetensi, penegakan 

standar melalui penilaian dan pengakuan kelayakan 

Penyelenggara Penilaian Kompetensi, serta pengawasan 

dan pengendalian dengan tujuan untuk mencapai 

kualitas penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang 

lebih baik. 

5. Penyelenggara Penilaian Kompetensi adalah lembaga/ 

unit/satuan kerja atau sebutan lainnya yang 

menyelenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan 

sosial kultural. 

6. Instasi Pengguna adalah instansi pemerintah yang 

melaksanakan penilaian kompetensi ASN dengan cara 

menunjuk atau difasilitasi oleh Penyelenggara Penilaian 

Kompetensi. 

7. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut Standar Kompetensi PNS adalah 

deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
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diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi. 

9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, 

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan Jabatan. 

10. Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang 

selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu 

proses membandingkan kompetensi yang dimiliki 

Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang 

dipersyaratkan dengan menggunakan metode 

Assessment Center atau metode penilaian lainnya. 

11. Metode penilaian kompetensi adalah cara menilai 

kompetensi dengan menggunakan alat ukur dan simulasi 

dalam suatu rangkaian pelaksanaan penilaian 

kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 

12. Metode Assessment Center adalah metode terstandar 

yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan 

prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan 

dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi 

berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh 

beberapa orang Assessor. 

13. Metode Sederhana adalah proses penilaian kompetensi 

dengan metode Assessment Center menggunakan alat 

ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat 

sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan 

paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana. 
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14. Metode Sedang adalah proses penilaian kompetensi 

dengan metode Assessment Center menggunakan alat 

ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi 

dan ditambah paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat 

sedang. 

15. Metode Kompleks adalah proses penilaian kompetensi 

dengan metode Assessment Center menggunakan alat 

ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes 

psikologi dan ditambah paling kurang 3 (tiga) simulasi 

tingkat kompleks. 

16. Metode Penilaian Lainnya adalah metode selain metode 

Assessment Center yang digunakan dalam pelaksanaan 

penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil. 

17. Assessor adalah Assessor Sumber Daya Manusia 

Aparatur, Calon Assessor Sumber Daya Manusia 

Aparatur, dan Assessor Independen. 

18. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang 

selanjutnya disebut Assessor SDM Aparatur adalah 

pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai 

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 

hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan 

penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural di 

lingkungan instansi pemerintah. 

19. Calon Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang 

selanjutnya disebut Calon Assessor SDM Aparatur 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki formasi 

Assessor SDM Aparatur, dan telah mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan Assessor SDM Aparatur BKN tetapi belum 

diangkat dalam jabatan fungsional Assessor SDM 

Aparatur. 

20. Assessor Independen adalah Assessor yang tidak 

berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki sertifikat 

Assessor kompetensi manajerial, serta bernaung atau 

bekerja pada lembaga penilaian kompetensi manajerial 

dan sosial kultural.  

21. Assessee adalah pegawai Aparatur Sipil Negara atau 

pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang akan dinilai 
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